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ABSTRAK 

 

Penelitian ini didasarkan pada posisi Pajak Restoran sebagai salah satu jenis pajak 

daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah. Dalam implementasinya 

sejauh ini ada banyak kebocoran dari sektor Pajak Restoran, karena lemahnya sistem 

pengawasan dalam pemungutan Pajak Restoran. Perkembangan restoran di Bandar 

Lampung yang semakin pesat, telah ditandai dengan semakin banyaknya restoran, 

kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa katering/boga, yang 

menjadi objek Pajak Restoran. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif (dogmatic legal 

research) yang dilakukan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan pemungutan pajak dan pengawasan pajak daerah. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (normative approach) 

dan dokumen lain terkait yang berlaku di bidang perpajakan daerah. Penelitian ini 

juga dikaji menggunakan metode penelitian hukum empiris, sehingga hukum 

dipahami sebagai seperangkat norma peraturan tertulis yang berlaku di masyarakat. 

Dengan demikian, akan terlihat jika Pemerintah Kota Bandar Lampung telah 

membuat kebijakan yang tepat dengan menggunakan sistem tapping box untuk 

mencegah kebocoran pajak ini. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tapping box dapat meminimalisir 

terjadinya kebocoran Pajak Restoran, mesin tapping box dioperasikan sepanjang 

waktu. Sanksi ketat diperlukan di sektor administrasi selain penerapan sanksi 2% per 

bulan, yang dapat berupa penutupan restoran atau pencabutan izin usaha bagi para 

pengusaha yang tidak patuh terhadap pajak itu. Bahkan jerat pidana korupsi dapat 

diberlakukan karena uang pajak adalah uang milik masyarakat. Selain itu 

penambahan jumlah alat tapping box perlu ditambahkan karena sejauh ini jumlahnya 

terbatas dan hanya dipasang di restoran tertentu. 

   

Kata Kunci : Pajak Restoran, Pengawasan Pemerintah, Kepatuhan Wajib Pajak. 

 

 



 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan kewenangan pemungutannya, 

pajak daerah dapat dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota yang 

pemungutannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai ketentuan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(UU No.28 Tahun 2009). 

Pajak daerah dipungut dengan tatacara sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan mengenai pajak daerah. Pemungutan pajak terdiri dari 

serangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, 

penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada 

Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 



Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota yang 

disebut terlebih dahulu di dalam UU No.28 Tahun 2009, karena memang kedua jenis 

pajak ini paling potensial dibandingkan jenis pajak daerah kabupaten/kota lainnya. 

Hal ini disebabkan mobilitas dan pertumbuhan masyarakat semakin pesat sehingga 

pemanfaatan hotel dan restoran turut berkembang. 

Pajak restoran diwajibkan bagi siapa saja yang mengusahakan pelayanan restoran. 

Pelayanan ini terdiri dari pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang 

dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat 

lain. Ruang lingkup pemungutan pajak restoran sebagaimana di atur dalam UU No.28 

Tahun 2009 adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut 

bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan 

sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Meskipun begitu, pengusaha tentu akan 

membebankan pajak ini kepada konsumennya, sehingga seharusnya pengusaha 

restoran berkewajiban untuk menyetorkannya kepada kas daerah.  

Pengusaha restoran yang tidak membayarkan pajak restoran sesuai apa yang telah 

dibayarkan oleh konsumen merupakan wajib pajak yang tidak jujur dan tidak patuh 

terhadap hukum. Untuk itu, diperlukan kebijakan dari pemerintah daerah untuk 

setidaknya mengurangi kebocoran pajak yang merupakan kerugian bagi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). 

Beberapa daerah di Indonesia telah menggunakan kebijakan dengan menggunakan 

alat bernama tapping box. Alat ini dipasang di hotel dan restoran, serta tempat-tempat 



hiburan. Fungsinya untuk mencatat atau menangkap semua transaksi yang kemudian 

dicetak oleh printer point of sales. Tujuannya adalah agar wajib pajak jujur dalam 

membayar pajak.
 1

  

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menggunakan kebijakan pemanfaatan alat 

tapping box sejak bulan Oktober 2018.
2
 Akan tetapi ternyata tidak semua restoran 

yang memiliki potensi pajak yang tinggi di Kota Bandar Lampung menggunakan alat 

tersebut.
3
 

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan suatu pengawasan atas kebijakan 

pemberlakuan tapping box dalam pemungutan pajak, dalam rangka menghidari apa 

yang disebut dengan tax lost atau kerugian akibat hilangnya pembayaran pajak. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah pengawasan pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap 

kebijakan tapping box untuk meningkatkan kepatuhan hukum Wajib Pajak 

Restoran serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah ? 

b. Bagaimanakah kepatuhan Wajib Pajak dalam pengawasan kebijakan tapping box 

di Kota Bandar Lampung? 

                                                           
1
 https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/04/181153726/hotel-restoran-dan-tempat-hiburan-

dipasang-tapping-box-agar-jujur-bayar, diakses 16 Februari 2019. 
2
 http://lampung.tribunnews.com/2018/08/31/pemkot-bandar-lampung-tambah-200-tapping-box-

di-hotel-dan-restoran, diakses 16 Februari 2019. 
3
 http://www.lampost.co/berita-tidak-gunakan-tapping-box-restoran-begadang-ii-gunakan-alat-

ini.html, diakses 16 Februari 2019. 
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http://www.lampost.co/berita-tidak-gunakan-tapping-box-restoran-begadang-ii-gunakan-alat-ini.html
http://www.lampost.co/berita-tidak-gunakan-tapping-box-restoran-begadang-ii-gunakan-alat-ini.html


c. Bagaimanakah kebijakan yang ideal dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 

Restoran? 

1.3 Kontribusi Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam 

penelitian yang diajukan dengan menggunakan metode penelitian hukum. Manfaat 

teoretis penelitian ini adalah untuk menerapkan teori-teori Hukum Administrasi 

Negara, Hukum Pajak, dan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah sebagai upaya 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah, dalam hal ini Pajak 

Restoran. Dengan demikian, akan didapatkan formulasi yang tepat tentang 

pengawasan kebijakan yang ideal dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 

Restoran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pajak Daerah 

Pajak memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan 

negara, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan pajak 

berfungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana secara 

optimal ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai 

instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukan ke dalam kas negara. Dana 

yang berasal dari pajak dipergunakan bagi penyelenggaraan dan aktivitas 

pemerintahan.
4
 

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh 

kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. 

Pajak sebagai bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada 

kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara), untuk 

                                                           
4
 Ali Chidir, 2007, Hukum Pajak Elementer, PT Eresco, Bandung, hlm. 17. 



memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan), yang 

karena undang-undang telah menimbulkan hutang pajak.
5
 

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang pada penguasa 

(menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa kontraprestasi dan 

semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum. Uang pajak 

digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi benefit diberikan kepada masyarakat 

hanya tidak mudah ditunjukkannya apalagi secara perorangan.
6
  

Pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. Pajak diartikan pula sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas 

negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public 

saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
7
 

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa 

berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan 

jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak merupakan prestasi 

kepada pemerintah yang terhutang melalaui norma-norma umum dan yang dapat 

                                                           
5
 Siti Resmi, 2008, Perpajakan: Teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta , hlm. 3. 

6
 Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, Kencana, Jakarta  

hlm. 12. 
7
 Rochmat Soemitro, 1994, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Eresco, Bandung, hlm 

8. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kas_Negara&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Public_saving&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Public_saving&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Public_investment&action=edit&redlink=1


dipaksakan tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang 

individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
8
 

Terdapat banyak pendapat tentang pajak, yang pada intinya memiliki arti yang sama 

dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU KUP, pengertian pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, pajak dalam dua kategori yaitu pajak 

pusat dengan landasan hukumnya berbentuk undang-undang, dan pajak daerah 

dengan landasan hukumnya adalah peraturan daerah. 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna 

membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Secara umum, pajak adalah iuran 

wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang, dan atas 

pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat 

ditunjuk.
9
 

Secara umum, kriteria yang harus dipenuhi suatu pajak daerah adalah: 

a. Bersifat pajak, dan bukan retribusi; 

                                                           
8
 Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2007,  Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 12. 

9
 Marlia Eka Putri AT, 2015,  Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, CV Anugerah Utama Raharja, Bandar 

Lampung, hlm. 1. 



b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang 

bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani 

masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; 

c. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; 

d. Potensinya memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya 

pemungutan; 

e. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu 

alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi 

antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor; 

f. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan 

g. Menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak 

memberikan peluang kepada pemda atau Pemerintah atau masyarakat luas untuk 

merusak lingkungan.
10

 

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengadakan pemungutan 

pajak daerah dalam pelaksanaan otonomi selain mempertimbangkan kriteria-kriteria 

yang berlaku secara umum, juga harus mempertimbangkan ketepatan pajak daerah 

yang baik, yaitu: 

a. Mudah dikelola oleh pemerintah daerah setempat (easy to administer locally).  

b. Dipungut utamanya dari penduduk lokal (imposed mainly on local resident). 

c. Tidak menimbulkan masalah harmonisasi atau kompetisi antar pemerintah daerah 

atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
11
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 http://www.djpk.kemenkeu.go.id diakses 28 Juni 2019. 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/


2.2 Kebijakan Perpajakan 

Kebijakan perpajakan adalah kebijakan mengenai yang berlaku sesuai dengan 

perkembangan, tujuan ekonomi, politik dan sosial pemerintah. Kebijakan perpajakan 

hanyalah salah satu bagian atau instrumen kebijakan fiskal. Istilah fiskal berasal dari 

bahasa Latin fiscalis yang dalam perkembangannya sering diartikan dengan kas 

negara/kas daerah. Kebijakan perpajakan bertujuan untuk mempengaruhi 

perekonomian melalui kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan.  

Tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk merancang serangkaian pajak yang dapat 

meminimalisasi pelanggaran atas kriteria-kriteria pajak daerah sebagaimana telah 

disebutkan di atas. Perlu diingat bahwa kemungkinan konflik di antara kriteria-

kriteria tersebut dapat terjadi, misalnya: 1) Antara keadilan dan efisiensi 2) Antara 

kemudahan administrasi dan keadilan 3) Antara hasil dan ekonomi efisiensi, dan 

lainnya Namun demikian, kehati-hatian dalam merancang instrumen pajak dapat 

memperbaiki trade-off di antara kriteria tersebut.
12

 

Dalam arti sempit, kebijakan perpajakan adalah kebijakan yang berhubungan dengan 

penentuan apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak (tax base), siapa-siapa 

yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa yang dijadikan objek 
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 Richard M. Bird & Roy Bahl, 2008, Subnational Taxes in Developing Countries: The Way Forward, 
Working Paper Series Institute for International Business IIB Paper No.16, August Edition. 
12

 http://www.djpk.kemenkeu.go.id diakses 28 Juni 2019. 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/


pajak, apa-apa yang dikecualikan, bagaimana menentukan pajak yang terhutang dan 

bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terhutang.
13

 

Untuk menilai potensi pajak sebagai penerimaan daerah, menurut Davey diperlukan 

beberapa persyaratan, yaitu antara lain: kecukupan dan elastisitas, keadilan, 

kemampuan administratif, dan kesepakatan politis, yaitu: 

a. Kecukupan dan elastisitas; dimana persyaratan pertama dan yang paling jelas 

untuk suatu sumber pendapatan adalah sumber tersebut harus menghasilkan 

pendapatan yang besar jika dibandingkan dengan seluruh atau sebagian biaya 

pelayanan yang akan dikeluarkan. Artinya, pajak harus elastis dalam 

menghasilkan tambahan pendapatan untuk menutup kenaikan pengeluaran 

pemerintah. Hal ini akan secara otomatis berakibat pada perkembangan besarnya 

dasar pengenaan pajak.
14

 

b. Keadilan; dimana pada prinsipnya, beban pengeluaran Pemerintah haruslah 

dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan 

kesanggupan masing-masing. Konsep ini memandang pajak sebagai alat 

redistribusi pendapatan, sebagaimana fungsi pajak yaitu penerimaan negara dari 

pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan 

nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat.
15
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 Michael P. Devereux, 1996,  The Economics of Tax Policy, Oxford University Press, Oxford United 
Kingdom, hlm 9. 
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 Kesit Bambang Prakosa, 2005,  Pajak dan Retribusi Daerah, UII Press, Yogyakarta, hlm. 13-15. 
15

 Ibid., hlm.15. 



c. Kesepakatan politis; Kemauan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, 

menetapkan struktur tarif, memtuskan siapa yang harus membayar dan 

bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan 

memaksakan sanksi terhadap para pelanggar. Hal ini akan bergantung pada dua 

faktor kepekaan dan kejelasan dari pajak tersebut dan adanya keleluasaan dalam 

pengambilan keputusan.
16

 

d. Kemampuan administratif; yakni kebijakan perpajakan (tax policy) yang 

dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan 

penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak 

mampu melaksanakannya. Administrasi perpajakan (Tax Administration) ialah 

cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. 

Terdapat beberapa kriteria bagi administrasi perpajakan: 

1) Administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara.  

2) Harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan transparan.  

3) Dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan dan 

menghilangkan kesewenang-wenangan, arogansi, dan perilaku yang 

dipengaruhi kepentingan pribadi.  

4) Dapat mencegah dan memberikan sanksi serta hukuman yang adil atas 

ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan.  

5) Mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif.  

6) Meningkatkan kepatuhan pembayar pajak.  
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 K.J. Davey, 1988, Pembiayaan Pemerintahan Daerah, UI Press, Jakarta, hlm. 40. 



7) Memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan usaha 

yang sehat masyarakat pembayar pajak.  

8) Dapat memberikan kontribusi atas pertumbuhan demokrasi masyarakat. 

2.3 Pajak Restoran 

Dalam UU No.28 Tahun 2009, Pajak Restoran diartikan sebagai pajak atas pelayanan 

yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau 

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, 

kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Subjek Pajak 

Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman 

dari restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang 

mengusahakan restoran. 

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan 

yang disediakan restoran  meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman 

yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di 

tempat lain. 

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang 

seharusnya diterima restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 

10% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Restoran yang terutang dipungut 

di wilayah daerah tempat restoran berlokasi. 



Pajak Restoran dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan 

pajak. Dasar pengenaan pajak merupakan sejumlah bayaran yang diterima atau 

seharusnya dipungut oleh restoran. 

2.4 Pengawasan Pemerintah 

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana 

semula.
17

 Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin 

agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan dalam 

perencanaan. Apabila pelaksanaan kerja berjalan tidak sesuai dengan standar 

perencanaan, walaupun secara tidak sengaja tetap kearah yang lebih baik, hal ini 

tanpak klasik dan tradisional disebut lepas kontrol. Dengan demikian melalui 

pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, 

kekurangan, pemborosan, kemubazdiran, penyelewengan dan lain-lain kendala 

dimasa yang akan datang.
18

 

Pengawasan merupakan salah satu instrumen dalam Hukum Administrasi Negara 

yang bersifat preventif untuk memeriksa adanya kepatuhan. Pengawasan terhadap 

tindakan pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma 

hukum, dan juga adanya jaminan terhadap masyarakat dari tindakan-tindakan 

pemerintah sebagai konsekuensi dari konsep Negara kesejahteraan (welfare state).
19
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2.5 Kewenangan Pemerintah 

Istilah wewenang disejajarkan dengan istilah bevoegdheid dalam istilah hukum 

Belanda. Kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan yang teletak pada karakter 

hukumnya, yaitu istilah bevoegdheid digunakan baik dalam konsep hukum publik 

maupun dalam konsep hukum privat, sementara istilah wewenang atau kewenangan 

selalu digunakan dalam konsep hukum publik.
20

 

Selanjutnya H. D Stout menyebutkan bahwa wewenang merupakan pengertian yang 

berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai 

keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan 

wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum 

publik.
21

 

Sebagai konsep hukum publik, wewenang (bevoegdheid) dideskripsikan sebagai 

kekuasaan hukum (rechsmacht), dimana konsep tersebut diatas, berhubungan pula 

dalam pembentukan besluit (keputusan pemerintahan) yang harus didasarkan atas 

suatu wewenang.
22

 

Dengan kata lain, keputusan pemerintahan oleh organ yang berwenang harus 

didasarkan pada wewenang yang secara jelas telah diatur, dimana wewenang tersebut 
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telah ditetapkan dalam aturan hukum yang terlebih dulu ada.
23

 Sejalan dengan 

pendapat diatas, F.P.C.L. Tonnaer
24

, menyatakan bahwa kewenangan pemerintah 

dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, 

dan dengan begitu, dapat dirincikan hubungan hukum antara pemerintah dengan 

warga negara. 

Berbagai pengertian mengenai wewenang sebagaimana dikemukakan diatas, 

walaupun dirumuskan dalam bahasa yang berbeda, namun mengandung pengertian 

bahwa wewenang itu memberikan dasar hukum untuk bertindak dan mengambil 

keputusan tertentu berdasarkan wewenang yang diberikan atau melekat padanya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain dapat 

dikatakan bahwa kewenangan itu haruslah jelas diatur secara jelas dan ditetapkan 

dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Minimal dasar kewenangan 

harus ditemukan dalam suatu undang-undang, apabila penguasa ingin meletakan 

kewajiban-kewajiban di atas para warga masyarakat. Dengan demikian di dalamnya 

terdapat suatu legitimasi yang demokratis. Melalui undang-undang, parlemen sebagai 

pembentuk undang-undang yang mewakili rakyat pemilihnya ikut menentukan 

kewajiban-kewajiban apa yang pantas bagi warga masyarakat. Dari sini, atribusi dan 

delegasi kewenangan harus didasarkan undang-undang formal, setidak-tidaknya 

apabila keputusan itu meletakan kewajiban-kewajiban pada masyarakat.
25
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Dalam kajian hukum administrasi, mengetahui sumber dan cara memperoleh 

wewenang organ pemerintahan ini penting, karena  berkenaan dengan 

pertanggungjawaban hukum (rechtelijke verantwording) dalam penggunaan 

wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum; ”geen 

bevoegheid zonder verantwoordelijkheid atau there is no authority without 

responsibility” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).
26

 

Sumber kewenangan dapat dilihat pada konstitusi setiap negara yang memberi suatu 

legitimasi kepada badan-badan publik untuk dapat melakukan fungsinya.  

Perwujudan dari fungsi pemerintahan sebagaimana dikemukakan diatas, itu nampak 

pada tindakan pemerintahan (besturrshandelingen) yang dalam banyak hal 

merupakan wujud dari tindakan yang dilakukan oleh organ-organ maupun badan 

pemerintahan. Dalam melaksanakan fungsinya (terutama berkaitan dengan wewenang 

pemerintahan), Pemerintah mendapatkan kekuasaan atau kewenangan itu bersumber 

dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. 

Sumber kewenangan tersebut antara lain: 

1) Atribusi 

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-

undang kepada organ pemerintahan.
27

 Artibusi dikatakan sebagai cara normal 

untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Juga dikatakan bahwa atribusi juga 

merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit). Rumusan  lain 
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mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan 

pemberiannya kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang dalah 

organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan 

wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam Undang-Undang 

Dasar. Pembentukan wewenang pemerintahan didasarkan pada wewenang yang 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
28

 

2) Delegasi 

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ 

pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
29

 Delegasi diartikan sebagai 

penyerahan wewenang (untuk membuat “besluit”) oleh pejabat pemerintahan 

(pejabat Tata Usaha Negara/TUN) kepada pihak lain dan wewenang tersebut 

menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut.
30

 

Kriteria delegasi menurut Ten Berge, menyatakan bahwa syarat-syarat delegasi: 

a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan 

sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu. 

b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya 

delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan 

perundang-undangan. 

c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian 

tidak diperkenankan adanya delegasi. 
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d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang 

untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.  

e. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi 

(petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut. 

3) Mandat 

Mandat terjadi ketika organ pemerinatahan mengizinkan kewenangannya 

dijalankan oleh organ lain atas namanya. Mandat merupakan suatu pelimpahan 

wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang 

kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat TUN yang 

memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat tun yang memberi 

mandat. Dengan demikian tanggung gugat dan tanggung jawab tetap pada 

pemberi mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan perundang-undangan.
31

 

Kewenangan membuat keputusan menurut Hadjon hanya dapat diperoleh dengan 

dua cara, yaitu atribusi atau delegasi. Oleh karena mandat merupakan suatu 

pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksud memberi 

wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat TUN 

yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat TUN yang 

memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap 

pada pemberi mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal rutin 

dalam hubungan intim-hirarkis organisasi pemerintahan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif (dogmatic legal 

research) yang dilakukan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan pemungutan pajak dan pengawasan pajak daerah. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (normative approach) 

dan dokumen lain terkait yang berlaku di bidang perpajakan daerah. Penelitian ini 

juga dikaji menggunakan metode penelitian hukum empiris, sehingga hukum 

dipahami sebagai seperangkat norma peraturan tertulis yang berlaku di masyarakat. 

3.2. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

3.2.1 Data Primer 

Data primer didapat melalui para informan dan responden. Informan berasal dari 

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung, dan 

pengawas tapping box yang ditugaskan oleh Walikota Bandar Lampung, yaitu: 

1) Andre Setiawan, M.Si sebagai Kabid Pajak BPPRD Kota Bandar Lampung 



2) Indra Yuli Wardhana sebagai Kasubbid Pajak Restoran BPPRD Kota Bandar 

Lampung 

3) Marhendra Jalyas, M.I.P yaitu Kasubbag TU Pimpinan Bagian Umum 

Sekretariat Kota Bandar Lampung sebagai salah satu yang ditugaskan sebagai 

pengawas di luar BPPRD berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung 

Nomor 491/II.02/HK/2018 tentang Penetapan Rencana Tindakan dan Satuan 

Tugas untuk Melaksanakan Program Pemberantasan Korupsi Terpadu dari 

Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2018 dan 2019; dan Keputusan 

Walikota Bandar Lampung Nomor 551/II.02/HK/2018 tentang Pembentukan 

Tim Pemantau / Instrumen Pengawas untuk Mencatat Data Wajib Pajak (tapping 

box) tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hiburan, dan 

Pajak Parkir di Bandar Lampung. 

Responden penelitian diambil secara acak berupa: 

1) Rumah Makan Sambel Alu, 

2) Bakso Sony Cabang Depan Chandra Tanjung Karang,  

3) Bakso Sony Cabang Unila, 

4) Rumah Makan Bebek Slamet Kedaton dan 

5) Rumah Makan Uda Sayang. 

3.2.2 Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Inventarisasi dokumen hukum yang terkait dengan penelitian; 



b. Studi literatur yang berkaitan dengan penelitian; 

c. Metode korespondensi dengan unsur yang kompeten berkaitan dengan penelitian. 

Pengolahan data dilakukan dengan cara membaca dan mengklasifikasi sistematisasi 

data. Peraturan perundang-undangan dianalisis dengan analisis isi teks (content of 

analyses). Pengolahan bahan hukum akan dilakukan melalui tahapan-tahapan 

deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif dan 

interpretasi hukum positif. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi secara 

sistematika terhadap kenyataan hukum dalam keberlakuannya. Analisis terhadap 

bahan hukum dan data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menelaah konsep 

hukum, asas hukum, norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan 

pengawasan pemerintah terhadap kebijakan tapping box pada pemungutan pajak 

restoran untuk meningkatkan kepatuhan hukum wajib pajak yang pada akhirnya dapat 

meminimalisir kebocoran penerimaan pajak serta meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah. Ditinjau dari aspek ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan 

dengan cara pemaparan dan analisis tentang struktur hukum yang berlaku, 

sistematisasi  hukum, interpretasi dan penilaian hukum.
32

 

3.3. Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan 

data yang dihasilkan dari kajian normatif ke dalam bentuk penjelasan secara sitematis 

sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari 
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hasil analisis tersebut kemudian disimpulkan secara induktif, yaitu cara berfikir yang 

didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian disimpulkan secara umum. 

3.4. Diagram Alir Metode Penelitian 

Ragaan 1. Diagram Alir Metode Penelitian 
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Identifikasi 

Masalah: 

Kepatuhan 

hukum Wajib 

Pajak Restoran 

selama ini masih 

kurang. 

Banyak 

kebocoran pajak 

yang terjadi. 

Kesimpulan 
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Pengumpulan 

Data 
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analisis data 

SELES
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Pengawasan Pemerintah Terhadap Kebijakan Tapping Box untuk 

Meningkatkan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Restoran Di Kota Bandar 

Lampung Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

 

Pengawasan adalah penilaian yang merupakan proses pengukuran dan verifikasi dari 

serangkaian proses yang telah dilakukan secara berkelanjutan.
33

 Menurut Sujamto, 

pengawasan adalah segala upaya atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai realitas 

aktual mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah itu sesuai atau tidak.
34

 

Menurut Mc. Ferland pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui 

apakah hasil dari pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai 

dengan rencana, urutan, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.
35
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Pengawasan hukum adalah penilaian tentang apakah tindakan pemerintah 

menyebabkan atau tidak karena hukum.
36

 Secara konseptual, pengawasan terdiri dari 

fungsi pengawasan, pengawasan internal, pengawasan masyarakat, yang ditandai 

adanya pengadilan teratur dan sistem pengawasan, koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi aparat pengawasan, pembentukan sistem informasi pengawasan yang 

mendukung tindak lanjut implementasi, seperti serta jumlah dan kualitas auditor 

profesional yang memadai, intensitas tindak lanjut pengawasan dan penegakan 

hukum yang adil dan konsisten.
37

 

Salah satu pengawasan pemerintah di bidang perpajakan adalah pengawasan dalam 

hal pemungutan pajak. Pajak dikenal sebagai kewajiban untuk menyumbangkan uang 

atau barang kepada negara dengan tanpa mendapat imbalan yang langsung dapat 

dinikmati oleh yang membayarnya.
38

 Untuk lebih jelasnya, 'tidak ada' tidak 

menghalangi contoh di mana pajak kadang-kadang dicadangkan untuk penggunaan 

tertentu, atau bahwa negara pajak kontemporer tidak memiliki kewajiban untuk 

menempatkan sumber daya tersebut untuk barang dan jasa publik.
39

 

Rochmat Soemitro mengatakan, pajak adalah kontribusi orang kepada kas negara 

berdasarkan hukum (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan layanan 

timbal balik yang dapat langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
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pengeluaran publik. 'Dipaksa' berarti bahwa jika hutang pajak tidak dibayar maka 

hutang dapat dikumpulkan dengan menggunakan kekuatan, seperti surat paksa dan 

disita, dan juga penyanderaan, untuk pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan 

keberadaan layanan timbal balik tertentu seperti seperti dalam retribusi.
40

 

Karena elemen 'paksaan' atau paksaan ini, adalah suatu keharusan bagi pemerintah 

sebagai pemungut pajak untuk menggunakan prosedur dan etika yang baik dan benar 

dalam mengumpulkan pajak. Ini seperti yang dijelaskan oleh bapak perpajakan, 

Adam Smith, bahwa ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan pemerintah dalam 

memungut pajak, yang dikenal sebagai empat maksim pajak baik: 

a. Asas equality, yaitu tidak bolehnya ada diskriminasi di antara wajib pajak. 

Pengenaan pajak terhadap subyek hendaknya dilakukan seimbang sesuai dengan 

kemampuannya. 

b. Asas certainty, yaitu pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti untuk 

menjamin adanya kepastian hukum, baik mengenai subyek obyek, besarnya 

pajak, dan syarat pembayarannya. 

c. Asas convenience, dimana pajak hendaknya dipungut pada saat paling tepat/baik 

bagi para wajib pajak. 

d. Asas efficiency, biaya pemungutan pajak hendaknya seminimal mungkin, artinya 

biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pemasukan pajaknya.
41
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Penagihan Pajak Restoran di Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 

1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Menurut Pasal 11 Ayat 2, layanan yang 

diberikan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang 

dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di layanan dan di tempat lain dan layanan 

katering/boga dikenakan pajak restoran dengan tarif mulai dari 5% hingga 10% 

tergantung pada jumlah omset. Pajak Restoran di Bandar Lampung adalah Pajak 

Progresif, dengan klasifikasi seperti pada tabel berikut. 

Tabel 1. Tarif Pajak Restoran di Bandar Lampung 

Omset per hari Persentase Pajak 

Rp. 250,000 s/d Rp. 350,000 5% 

Rp. 350,000 s/d to Rp. 600,000 7,5% 

Di atas Rp. 600,000 10% 

Sumber: Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 tahun 2011 tentang 

   Pajak Daerah 

 

Tarif progresif adalah tarif yang persentase pemungutannya makin naik apabila 

jumlah yang dijadikan dasar penghitungannya juga mengalami kenaikan. Lazimnya 

jenis pajak yang menggunakan tarif jenis ini adalah Pajak Penghasilan (PPh). Akan 

tetapi, sejak diundangkannya UU No.28 Tahun 2009, maka Pajak Kendaraan 

Bermotor juga menggunakan tarif progresif. 

Di dalam UU No.28 Tahun 2009 tidak ditentukan apakah pemerintah daerah dapat 

menggunakan tarif progresif terhadap Pajak Restoran, namun undang-undang ini 

memiliki limitasi atau batasan mengenai jenis pajak daerah dan besarnya tarif 

maksimal yakni sebesar 10%. Untuk Kota Bandar Lampung, penggunaan tiga jenis 



tarif yaitu 5%, 7.5%, dan 10% ditujukan agar sasaran Pajak Restoran tidak hanya 

berupa restoran mewah, akan tetapi juga café-café kecil yang secara insidentil sedang 

menjamur di Kota Bandar Lampung. Perhitungan dengan dasar pengenaan pajak dari 

omset tersebut dapat menyebabkan pengusaha kedai tenda juga dapat dipungut 

pajaknya sehingga dapat berkontribusi terhadap sumbangan PAD Kota Bandar 

Lampung.
42

 

Tren hasil Pajak Restoran di Bandar Lampung cenderung di bawah target, seperti 

ditunjukkan pada tabel berikut di bawah ini. 

Tabel 2. Tren Target Pajak Restoran di Bandar Lampung 

Tahun 2015 2016 2017 2018 

Persentase 83.7% 53% 70% 88% 

Sumber: BPPRD Bandar Lampung, data diolah. 

Pengawasan pengumpulan Pajak Restoran hingga tahun 2019 dilakukan oleh 

pemerintah Kota Bandar Lampung tetapi masih belum optimal, karena sumber daya 

manusia yang terbatas dan disebabkan oleh banyak restoran dan sejenisnya yang 

membuat penyimpangan dan penghindaran dari kewajiban mereka untuk menyetor 

Pajak Restoran ke kas daerah. Restoran-restoran ini telah dicatat dan ditemukan di 

antaranya adalah Kedai Virgo, Si Nongkrong, Namel Kitchen, Yoshi Teppanyaki dan 

Grill, Bebek Markotop, Sop Duren Ewok, Pondok Hijau, Fry Day, Mie Ayam Koga, 

Rumah Teh Taiwan, Pojok Kebab, Times Asia, Selang, Ria Solo, Rumah Merah 
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Dapur Sedap, Bumbu Nusantara, Burger Amerika, Pempek Nyonya Cuan, Ramen 

Setan, Dot Bravo, Siomay Neng Gelis, Nabe Ya, Juls Gelato, Say Moo, Pojok 

Kabbaaa, Bubble Drink, Hi Fries, Karagee Oishi, Crepe Signature, Kimi Chesee 

Tea.
43

 

Pengawasan tapping box dilakukan dengan menggunakan server yang terhubung 

langsung ke kantor BPPRD. Pengawasan juga telah dilakukan dengan mengambil 

sampel acak di beberapa restoran di Bandar Lampung, yang dilakukan tidak hanya 

oleh petugas penagihan pajak di BPPRD tetapi juga oleh lembaga lain sesuai dengan 

penunjukan langsung Walikota. Hal ini dilakukan untuk menghindari dugaan korupsi, 

kolusi, dan nepotisme yang mungkin terjadi antara wajib pajak dan petugas pemungut 

pajak. 

Penunjukan ini didasarkan pada Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 

491/II.02/HK/2018 tentang Penentuan Rencana Aksi dan Satuan Tugas untuk 

Melaksanakan Program Pemberantasan Korupsi Terpadu Pemerintah Bandar 

Lampung pada tahun 2018 dan 2019; dan Keputusan Walikota Bandar Lampung 

Nomor 551/II.02/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Pemantau/Instrumen Pengawas 

untuk Mencatat Data Wajib Pajak (Kotak Penyadapan) tentang Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir di Bandar Lampung. 

Mereka yang ditunjuk berdasarkan perintah Walikota memiliki tugas untuk 

mengawasi dan mencatat semua transaksi pada objek pajak restoran untuk kedua 
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transaksi yang dilakukan dengan makan di tempat atau transaksi yang diperintahkan 

untuk dibungkus. Pengawasan dilakukan sejak restoran dibuka hingga restoran 

ditutup. Fungsi pengawasan ini dapat menjadi suatu cross check antara instansi 

pemungut pajak (BPPRD) dengan instansi lain di luar BPPRD.
44

 

4.2 Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kebijakan Tapping Box di Kota  

Bandar Lampung 

 

Pada dasarnya, pajak restoran adalah uang yang dibayarkan oleh konsumen ketika 

mereka membeli makanan dan minuman atau makan dan minum di restoran. Bukan 

kerugian bagi pemilik restoran jika ia harus menyetor uang publik ke pemerintah, 

karena uang itu dibayarkan di luar harga makanan dan minuman. Sesuai dengan 

amanat UU No.28 Tahun 2009, Pajak Restoran adalah hak pemerintah 

kabupaten/kota. Pemilik restoran yang memegang atau memanipulasi setoran pajak 

restoran dapat diindikasikan sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan dapat dijerat 

secara pidana oleh undang-undang. 

Penerapan kebijakan tapping box sebenarnya telah memberikan hasil yang signifikan 

untuk meningkatkan pengembalian pajak restoran di Bandar Lampung. 

Tabel 3. Perbandingan Hasil Pajak Restoran di 2018 dan 2019 

Tahun Januari Februari Maret April Mei 

2018 4.179.258.337 3.648.041.127 3.517.686.811 4.088.788.995 4.381.159.254 

2019 6.721.381.694 5.788.958.151 5.497.406.159 6.407.301.039 6.863.041.753 

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah, BPPRD, data diolah. 
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Namun, masih ada kelemahan yang berasal dari faktor penghambat, termasuk dari 

pemerintah maupun dari Wajib Pajaknya sendiri, seperti: 

a. Masih ada kekurangan tapping box yang didistribusikan di restoran-restoran di 

Bandar Lampung, yang sedang diupayakan untuk ditambahkan oleh 

pemerintah. Jumlah alat tapping box harus ditambahkan karena sejauh ini 

jumlahnya terbatas dan hanya dipasang di restoran tertentu. 

b. Kekurangan personel pengawas, dimana jumlah pegawai BPPRD tidak 

sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang tersebar di Kota Bandar Lampung. 

c. Masih ada beberapa restoran yang tidak mematuhi dan sengaja mematikan 

tapping box pada jam-jam tertentu ketika tidak ada pengawas di dekatnya, 

yaitu: 

1) Ada objek pajak yang tidak ingin dicatat sebagai wajib pajak, di antaranya 

adalah Rumah Makan Gumati dan Rumah Makan Kedai Aceh. 

2) Ada wajib pajak yang tidak ingin menginstal alat Tapping Box, yaitu 

Rumah Makan Kamang, Rumah Makan Sendawa, Bakso Rahayu, Rumah 

Makan Gajeboh, Rumah Makan Uda Sayang, dan Raja Pindang. 

3) Ada wajib pajak yang tidak ingin membayar sesuai dengan data dari 

Tapping Box, misal. Pempek 123. 

4) Ada Pajak Wajib yang tidak sepenuhnya menggunakan alat Tapping Box, 

antara lain Rumah Makan Gambreng, Raja Gurame, Bakso Moro, dan 

Wise Man.
45
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Ketidakpatuhan Wajib Pajak ini semestinya dapat diatasi dengan penerapan sanksi 

yang konsisten. Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri dari: 

1) Sanksi administrasi yang meliputi:  

a. Sanksi administrasi berupa denda, dikenakan terhadap pelangaran praturan 

yang bersifat hukum publik, dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan 

peraturan perpajakan yang umumnya tidak merugikan negara/daerah. 

b. Sanksi administrasi berupa bunga, dikenakan sebesar 2% sebulan terhadap 

Wajib Pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT), dikenakan 

SKPKB, tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo, terlambat 

membayar SKPKB dan SKPKBT, mengangsur atau menunda pembaaran 

pajak serta menunda penyampaian SPT.  

c. sanksi administrasi berupa kenaikan pajak, dikenakan terhadap pelanggaran 

ketentuan perpajakan yang menyebabkan kerugian negara/daerah. 

2) Sanksi pidana perpajakan yang terdiri dari:  

a. sanksi pidana yang bersifat pelanggaran 

b. sanksi pidana yang bersifat kejahatan.
46

 

Pengawasan pemerintah atas kebijakan tapping box merupakan bagian dari 

penegakan hukum di bidan perpajakan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pejabat 

terkait untuk menjamin supaya Wajib Pajak Restoran patuh dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti menyampaikan 
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SPT, pembukuan, dan informasi lain yang relevan, serta membayar Pajak Restoran 

pada waktunya. 

Sarana melakukan penegakan hukum pajak dapat meliputi sanksi atas kelalaian 

menyampaikan SPT, bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran, dan 

dakwaan pidana dalam hal terjadi penyelundupan pajak.
47

 

Berdasarkan hasil pengamatan pada lokasi di mana terdapat data sekunder, alat 

tapping box tidak dinyalakan oleh pengusaha restoran. Menurut responden, selama ini 

merasa sudah sesuai dalam melakukan pembayaran Pajak Restoran. Sebagian merasa 

tidak menghendaki dipungut pajak yang memberatkan konsumen. Ada juga yang 

berkilah alat tapping box sedang rusak. 

Salah satu faktor yang menentukan tinggi atau rendahnya kepatuhan Wajib Pajak 

adalah besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak. Responden 

ada yang merasakan pengorbanan dalam menggunakan sebagian penghasilan 

usahanya untuk membayar pajak. Selain itu untuk mengisi SPT maupun melaporkan 

pajaknya kepada pemerintah dinilai mengahbiskan waktu. 

Pajak Restoran memang dipungut menggunakan mekanisme Self Assesment System, 

yaitu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk 

memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Kewajiban 

dan hak perpajakan ini di antaranya adalah mendaftarkan diri, menghitung sendiri 

jumlah pajak terutang, menyetornya ke kas daerah, dan melaporkan dan 
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mempertanggungjawabkan penyetoran tersebut kepada pemerintah serta mengisi 

SPT.
48

 

 

4.3  Kebijakan yang Ideal Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak  

Restoran 

 

Untuk mengatasi masalah yang timbul dari menerapkan kebijakan tapping box, 

disarankan agar pemerintah Kota Bandar Lampung dapat melakukan hal-hal berikut: 

a. Sanksi tegas diperlukan di sektor administrasi selain penerapan penalti bunga 2% 

per bulan, yaitu: 

1) Pengenaan sanksi sosial dalam bentuk pengumuman restoran yang 

melanggar peraturan dalam pemungutan pajak restoran, yaitu dengan 

mengumumkan di koran lokal dan di papan reklame yang dapat dilihat 

langsung oleh semua anggota masyarakat. Melalui cara ini masyarakat dapat 

mengetahui restoran mana yang merugikan keuangan daerah karena 

menyalahgunakan uang pajak yang telah dibayarkan oleh publik. 

2) Penutupan Restoran. 

3) Pencabutan izin usaha untuk para pengusaha bandel itu. 

b. Jumlah alat tapping box perlu ditambahkan karena sejauh ini jumlahnya terbatas 

dan hanya dipasang di restoran tertentu. 

c. Pelanggaran lebih lanjut oleh pemilik bisnis dapat diindikasikan sebagai tindakan 

yang secara sengaja merusak keuangan daerah, melanggar peraturan daerah, dan 

                                                           
48

 Widi Widodo dan Dedy Djefris, Tax Payer’s Rights., AlfaBeta, Bandung, hlm. 35-36. 



berniat untuk memperkaya diri sendiri sehingga dapat dilanjutkan sebagai 

korupsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Penggunaan tapping box telah mampu meminimalkan terjadinya kebocoran 

Pajak Restoran, terutama jika pembayarnya, yaitu pengusaha restoran, telah 

memenuhi syarat untuk mengoperasikan mesin tapping box sepanjang waktu. 

Untuk memastikan implementasi kebijakan tapping box, pemerintah telah 

melakukan beberapa inspeksi mendadak ke sejumlah titik restoran yang 

memiliki potensi pajak sangat tinggi menggunakan Keputusan Walikota Bandar 

Lampung Nomor 491/II.02/HK/2018 tentang Penetapan Rencana Tindakan dan 

Satuan Tugas untuk Melaksanakan Program Pemberantasan Korupsi Terpadu 

dari Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2018 dan 2019; dan 

Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 551/II.02/HK/2018 tentang 

Pembentukan Tim Pemantau / Instrumen Pengawas untuk Mencatat Data Wajib 

Pajak (tapping box) tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Hiburan, dan Pajak Parkir di Bandar Lampung sebagai dasar hukum. 



2) Kelemahan kebijakan tapping box dalam pemungutan Pajak Restoran di Kota 

Bandar Lampung selain dari kurangnya jumlah alat tapping box apabila 

dibandingkan dengan jumlah restoran yang ada, juga disebabkan karena masih 

ada pemilik restoran yang kurang kesadaran dan kepatuhannya dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya, di antaranya ada yang menolak 

pemasangan tapping box, sampai dengan menolak untuk menjadi Wajib Pajak 

Restoran sekalipun telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak sebagaimana 

ditentukan dalam perundang-undangan perpajakan daerah.  

3) Kebijakan yang ideal dan optimal untuk mengumpulkan pajak restoran 

menggunakan tapping box dapat dilakukan dengan menerapkan sanksi ketat 

selain menggunakan penalti bunga 2% per bulan, penambahan alat tapping box 

di setiap titik restoran di Bandar Lampung, dan penggunaan bantuan dari 

kriminal hukum jika korupsi diindikasikan. 
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